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ANALISIS WAJIB PAJAK PPH LEBIH BAYAR TAHUN 2007-2008 





     KPP Pratama Surakarta merupakan suatu instansi pemerintah yang 
melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana 
terhadap WP, biaya PPH, PPN dan PPn BM, pajak tidak langsung lainnya dalam 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku. 
Pelaksanaan pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajibab perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Salah satu sebab dilaksanakannya pemeriksaan 
adalah jika Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran 
pajak. 
     Kelebihan pembayaran pajak merupakan jumlah pajak yang telah dibayar 
sendiri dan yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain yang telah dikreditkan 
lebih besar dibanding jum lah pajak yang terutang pada ahir tahun. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan Wajib Pajak agar tidak terjadi lebih bayar yaitu 
dengan mengajukan permohonan pengurangan angsuran pajak dalam tahun 
berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak Wajib 
Pajak PPh yang mengalami lebih bayar dan penyelesaian atas kelebihan 
pembayaran tersebut. 
     Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa, pertama secara 
kuantitas jumlah Wajib Pajak lebih bayar tahun pajak 2008 mengalami penurunan 
yang cukup besar hingga mencapai angka 52,05%. Ke dua, masih banyak 
pengajuan permohonan pengurangan angsuran yang berstatus pending. Ke tiga, 
terlepas dari perubahan kondisi usaha di tahun 2008 secara kuantitas penurunan 
jumlah Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar disebabkan karena: a) 
mekanisme penerimaan SPT Tahunan di tahun pajak 2008 telah diubah dari 
tahun-tahun sebelumnya, di tahu 2008 telah ada pemisahan fungsi penerima dan 
peneliti SPT, b) di tahun 2008 mulai ada pengajuan pengurangan angsuran PPh 
pasal 25. 
    Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran di 
antaranya: pertama, penambahan jumlah petugas pemeriksa fungsional kiranya 
perlu dilakukan. Ke dua perlu diadakan penyuluhan tentang kewajiban-kewajiban 
perpajakan dan bagaimana pelaporannya, sehingga dapat meminimalkan 
kesalahan dalam pelaporan SPT. Ke tiga adanya penyuluhan untuk peningkatan 
pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai permohonan pengurangan angsuran. 
 






AN ANALYSIS ON THE PAYMENT SURPLUS INCOME TAX PAYER 





KPP Pratama Surakarta is one of government institutions undertaking 
service, administration supervision, and simple examination to tax payer, Income 
Tax (PPh) expense, Value Added Tax (PPN), and Sales Tax (PPn BM), other 
indirect tax in its authority based on the prevailing legislation. The examination 
implementation is intended to examine the compliance of taxation obligation 
fulfillment and for other purpose in the attempt of implementing the taxation 
legislations. One factor causing the examination is if the Tax Return (SPT) 
indicates the tax payment surplus. 
The tax payment surplus is the sum of tax that has been paid by the tax 
payer itself and that has been collected by other party (that can be credited) is 
more than the amount of tax payable in the end of year. One attempt the tax payer 
can do to prevent the payment surplus to occur is by the application of reduction 
of the current year tax installment. This study aims to find out how many income 
tax payer encounters payment surplus and the solution for that payment surplus. 
Based on the result of research, the researcher finds that, firstly 
quantitatively, the number of income tax payer encounters payment surplus in 
2008 declines substantially by 52.05%; secondly, there are many application of 
reduction of   tax installment request with pending status; thirdly, apart from the 
business condition change in 2008, quantitatively the number payment surplus tax 
payer declines because: a) the mechanism of annual Tax Return (SPT) reception 
of 2008 has been changed compared with the previous years, in 2008 there is a 
function separation between the tax Return (SPT) receiver and investigator, b) in 
2008 the application of PPh installment reduction of Article 25 begins to occur. 
Based on the result of research, the researcher gives the following 
recommendations: first, the number of examination officers should be increased; 
second, there should be an illumination about the taxations obligations and the 
reporting procedure, in order to minimize the tax return reporting fault; and third, 
there should be an illumination to improve the tax payer understanding on the 
installment reduction application. 
  
 









A. GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SURAKARTA 
1. Sejarah KPP 
           Sejak zaman Kolonial Belanda kantor yang mengelola pajak sudah ada 
dengan berbagai perkembangan nama maupun jenis pajak. Setelah  
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sektor perpajakan dianggap 
sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Pemerintah pada saat itu 
mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) dengan tugas utama 
mengelola pemasukan negara di bidang perpajakan. 
      Sebelum tahun 1966 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
berbentuk Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk. I) Surakarta di bawah 
wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi keuangan Yogyakarta, 
kemudian pada tahun tersebut dengan berbagai pertimbangan KDL Tk. I 
Surakarta ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Keuangan 
Surakarta (KIK Surakarta). Pada akhir tahun 1966 semua Kantor Inspeksi 
Keuangan di seluruh Indonesia diubah atau diganti namanya menjadi Kantor 
Inspeksi Pajak (KIP), termasuk KIK Surakarta berubah menjadi Kantor 
Inspeksi Pajak Surakarta yang bertype B, dengan wilayah kerja seluruh eks 
Karesidenan Surakarta. 
      Tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif 






kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. 
Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan 
dengan menerapkan sistem Self Assesment serta perubahan struktur 
organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, 
dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP). 
      Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 jo. Surat 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 
1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, KIP 
Surakarta berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B 
dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Sragen, 
dan Kabupaten Karanganyar. Organisasi dan Tata Kerja DJP memecah KPP 
Surakarta menjadi: 
a. KPP Surakarta tipe B dengan wilayah kerja: Kotamadya Surakarta, 
Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen, 
b. KPP Klaten tipe B dengan wilayah kerja: Kota Administrasi Klaten, 
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, 
c. unit pemeriksaan dan penyelidikan Pajak (UPP) Surakarta tipe B, dengan 
wilayah kerja se-ekskarasidenan Surakarta (wilayah kerja kantor Inspeksi 
Pajak Surakarta) dengan catatan : 
1) realisasi pemecahan ke KPP Surakarta efektif per 2 Oktober 1989 
dengan adanya nota dinas pengadilan tugas no. 






mengalihtugaskan sejumlah 11 pegawai Inspeksi Pajak (IP) 
Surakarta ke UPP Surakarta, 
2) realisasi pemecahan ke KPP Klaten efektif per 1 Desember 1989 
dengan adanya nota dinas pengadilan tugas No. 
ND28/WPJ.08/KP.14/1989 tanggal 28 Februari 1989 yang 
mengalihtugaskan sejumlah 66 pegawai IP Surakarta ke KPP 
Klaten, 
3) pegawai eks-Inspeksi Pajak (IP) Surakarta yang masih tersisa dan 
menjadi pegawai pada KPP Surakarta keadaan 1 Desember 1989 
tinggal 114 orang berstatus pegawai ekselen V dan petugas, 
       Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 
tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat 
Jenderal pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta menjadi Tipe A dengan 
wilayah kerja meliputi: Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, 
Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Berdasarkan Keputusan Mentri 
Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi 
dan tata kerja KPP Surakarta membawahi wilayah kerja:  
a. daerah administrasi: Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, 
Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali. 
b. kantor Penyuluhan dan Pengamanan Potensi Perpajakan Surakarta 
dan Sragen. 
       Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-






Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sampai saat ini dengan wilayah 
meliputi 5 kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan 
Banjarsari.  
2. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
      Lokasi KPP Pratama Surakarta terletak di Jalan K.H. Agus Salim No.1 
Surakarta 57147, telepon (0271) 717522/ 718400/ 720821, faximile 90271) 
714061, homepage DJP: www.pajak.go.id.  
Gambar I.1 : Peta Wilayah Administrasi Kota Surakarta. 
 
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 
3. Peran Kantor Pelayanan Pajak 
     Beberapa peran KPP yang sangat strategis, yaitu : 
a. mengamanakan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, serta 






mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna 
membiayai tugas pemerintah dan pembangunan, 
b. ikut serta dalam pembangunan dunia, usaha, dan industri dalam negeri 
dengan jalan memberikan fasilitas kebijakan fiskal, seperti memberi 
kemudahan dalam pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi 
barang ekspor, serta pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. 
4. Tugas Pokok KPP Pratama Surakarta 
     Adapun tugas pokok KPP Pratama Surakarta yaitu melaksanakan 
pelayanan, pengawasan administrarif, dan pemeriksaan sederhana terhadap 
WP, biaya PPh, PPN dan PPn BM, pajak tidak langsung lainnya dalam 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 
     Berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP) DJP Keputusan DJP 
No.Kep14/PJ/2008  beberapa fungsi dan tugas pokok dari seksi-seksi di 
KPP: 
a. Seksi Subbagian Umum: 
1. menerima dokumen, memproses dan penatausahaan dokumen 
masuk di Subbagian Umum, serta penyampaian dokumen di KPP, 
2. mengajukan pengujian kesehatan pegawai, 
3. melaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan, serta 
pengambilan sumpah PNS (Pegawai Negeri Sipil), 
4. membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan izin 
melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, mengajukan usul 






5. laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul permohonan 
pensiun janda/ duda, pengajuan usul permohonan berhenti bekerja 
sebai PNS atas permintaan sendiri, dan pengajuan usul 
pengangkatan bendahara, 
6. menyusun RKAKL, laporan bulanan konversi energi laporan 
berkala, laporan tahunan, laporan/ daftar realisasi anggaran, 
laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) 
tingkat satuan kerja / UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran), 
7. pengurusan gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, 
8. permohonan uang duka wafat/ tewas, permohonan kartu tanda 
asuransi dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja   
(pembayaran melalui uang persediaan), 
9. melaksanakan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung 
(LS) kepada rekanan, 
10. permintaan dan pembayaran lembur pegawai, 
11. pemberhentian gaji dan TKPKN, 
12. melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan inventaris 
dari rekanan/ pihak lain, pelaksanaan penghapusan barang milik 
negara dengan lelang pada unit KPP, dan 
13. pemusnahan dokumen, serta penyusunan tanggapan/ tindak lanjut 






Pemeriksaan (LHP) dari Itjen DepKeu/ BPK/ BPKP/ Unit 
Fungsional Pemeriksa Lainnya. 
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI): 
1. memproses dan penatausahaan dokumen masuk serta alat 
keterangan seksi PDI, 
2. menyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi dan keuangan, 
3. pembentukan dan pemanfaatan bank data, 
4. membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan (SPH) ke KPP 
lain, 
5. meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada Seksi 
terkait, 
6. penatausahaan penerimaan PBB Non Elektronik, dan 
7. membuat laporan penerimaan PBB/ BPHTB, serta menyelesaikan 
pembagian hasilnya. 
c. Seksi Pelayanan: 
1. penatausahaan surat, dokumen masuk, dokumen WP, laporan WP 
pada tempat tata cara pendaftaran NPWP, penghapusan NPWP, 
perubahan identitas WP, serta pemberitahuan penggunaan norma 
perhitungan, 
2. menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) dan pencabutan PKP, 






4. menyelesaikan pemindahan WP dan  PKP di KPP baru, 
5. menerima dan mengolah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa, 
6. menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT 
Tahunan PPh, 
7. menerbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Masa dan Tahunan, 
serta Surat Ketetapan Pajak (SKP), 
8. meneliti hasil keluaran berupa SPPT/ STTP/ DHKP/ DHR, 
9. menyelesaikan permohonan cetak salinan dan pembetulan SPPT/ 
SKP / STP, 
10. meminjamkan/ mengirimkan berkas, 
11. melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klasifikasi, 
12. menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan 
mata uang dollar Amerika Serikat, 
13. menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk 
perwakilan negara asing dan badan-badan Internasional serta 
pejabat/ tenaga ahlinya, 
14. menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari WP ke 
Kantor Wilayah, 
15. melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil, dan 
16. menyisihkan anak berkas WP yang Tahun/ Masa pajaknya telah 








d. Seksi Penagihan: 
1. memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi 
Penagihan, Surat Ketetapa Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak 
beserta bukti pembayarannya, Surat Keputusan Pembetulan/ 
Keberatan/ Putusan Banding/ Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan 
Pajak, dan Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi pada Seksi Penagihan, 
2. menjawab konfirmasi data tunggakan WP, 
3. menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan 
usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, 
4. penagihan pajak seketika dan sekaligus, 
5. menghapus piutang pajak, 
6. menerbitkan Surat Teguran Pajak (STP) bunga penagihan, Surat 
Teguran Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan (SPMP), dan Surat Keputusan Pencabutan Sita, 
7. pemindahan berkas dari KPP ke KPP lainnya, 
8. membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP 
tertentu, 
9. melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan 
lelang, 
10. membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah, dan 







5. Seksi Pemeriksaan 
a. memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi 
Pemeriksaan, 
b. menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh lebih 
bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan 
PPn BM selain WP patuh, 
c. menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti 
permulaan, 
d. melaksanakan pemeriksaan kantor dan lapangan, dan 
e. penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota 
Perhitungan (Nothir). 
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
a. memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi 
Ekstensifikasi, 
b. pendaftaran obyek pajak baru baik dengan penelitian kantor 
maupun lapangan, 
c. menerbitkan Surat Himbauan untuk ber-NPWP, dan daftar 
normatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi, 
d. mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan/ pemutakhiran 
bank data perpajakan, serta data potensi perpajakan dalam 
monografi fiskal, 






f. membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan 
pembentukan/ penyempurnaan ZNT/ NIR, 
g. memelihara data obyek dan subyek PBB, dan 
h. menyelesaikan permohonan penundaan pengembaliaan SPOP, 
permohonan surat keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dan 
mutasi sebagian ataupun seluruh obyek dan subyek PBB. 
7.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi: 
a. memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi, 
b. menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), 
Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), Surat Tagihan 
Pajak (STP), SKPKB/ SKPKBT/ STB, Surat Ketetapan Pajak 
PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan pembetulan 
Surat Pemberitahuan (SPT), serta menerbitkan penggantian 
SPMKP/ SPMIB karena lewat waktu/ daluwarsa, rusak/ salah, baik 
yang telah didistribusikan maupun yang belum didistribusikan, 
c. menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam 
penggabungan, pengambilalihan,atau pemekaran usaha, 
d. menyelesaikan permohonanan keberatan, pembetulan ketetapan, 
pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi PPh, PPN, dan PPn 
BM di KPP, 
e. menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan 






f. menyelesaikan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi 
administrasi PBB, perubahan metode pembukuan, 
g. menyelesaikan permohonan Surat keterangan Bebas (SKB) PPh 
pasal 21, SKB PPh pasal 22 bendaharawan, SKB pemungutan PPh 
pasal 22 untuk pedagang pengumpul dan industri tertentu, SKB 
pemungut PPh pasal 22 impor, SKB pemungut PPh pasal 22 atas 
impor untuk WP yang penghasilannya semata-mata dikenakan PPh 
final, SKB PPh pasal 22 atas impor emas batangan untuk ekspor 
perhiasan emas, SKB pemotong PPh pasal 23, SKB pemotongan 
PPH atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto SBI yang 
diterima atau diperoleh dana pensiun ysng pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan, 
h. menyelesaikan permohonan SKB PPh atas pengalihan hak tanah 
dan bangunan bagi WP real estate, SKB PPN atas penyerahan 
BKP tertentu WP perwakilan negara asing/ badan internasional 
serta pejabat/ tenaga ahlinya, SKB PPn BM atas pembelian 
kendaraan angkutan, Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri 
(SKBFLN), SKB PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor, 
i. melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan 
PPN, permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Non Bursa, 
j. menyelesaian pemberian ijin pembubuhan tanda  bea materai lunas 
baik dengan mesin teraan materai, teknologi percetakan, maupun 






k. menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan 
mesin teraan materai, teknologi percetakan, maupun dengan istem 
komputerisasi, 
l. menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai baik dari 
mesin teraan ke teknologi percetakan, dari teknologi percetakan ke 
mesin teraan, dari teknologi percetakan ke sistem komputerisasi, 
dari sistem komputerisasi ke mesin teraan, maupun dari sistem 
komputerisasi ke teknologi percetakan, 
m. menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25, 
pengembalian pendahuluan PPh untuk WP patuh, perubahan 
metode penilaian persediaan, pengembalian pendahuluan PPN 
untuk WP kriteria tertentu khusus WP patuh, kelebihan 
pembayaran PBB, kelebihan pembayaran BPHTB, pengurangan 
PBB terutang, pengurangan BPHTB terutang, kompensasi 
(pemindahbukuan) PBB/PBHTB, keberatan atas penunjukan 
sebagai WP, pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT atas 
permohonan WP, pembetulan  STB/ SKBKB/ SKBKBT secara 
jabatan, pembatalan SPPT/ SKP/ STP, pengurangan/ penghapusan 
sanksi administrasi dan pengurangan/ pembatalan SKBKB/ 
SKBKBT/ STB di KPP, dan pengembalian kelebihan pembayaran 






n. menetapkan angsuran PPh pasal 25 WP bank, sewa guna usaha 
dengan hak opsi, BUMN, dan BUMD, serta menetapkan WP 
patuh, 
o. membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh 
pasal 25 (dinamisasi), SPMKP/ SPMIB yang hilang, 
p. melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi, penelitian 
dan analisis kepatuhan material WP, 
q. memberikan bimbingan kepada WP, menjawab surat yang 
berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, 
menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, 
pemutahkiran profil WP, mengusulkan PKP fiktif, 
r. penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, Pengurangan/ 
Penghapusan sansi administrasi, serta Surat Keputusan Keberatan/ 
Banding/ Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak  di 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan 













e. Stuktur Organisasi KPP Pratama Surakarta 
Gambar I.2 : Stuktur Organisasi KPP Pratama 
 
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
     Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang kemudian 
berlanjut pada krisis ekonomi dan krisis kepercayaan, terjadi karena kesalahan 
pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Melihat pengalaman 
krisis moneter masa lalu maka perlu kiranya dicari alternatif lain dalam 
membiayai pembangunan, sehingga ketergantungan pada pinjaman Luar 
Negeri dapat berkurang dan pada akhirnya dapat dihilangkan. Untuk memenuhi 
kebutuhan dana pembangunan yang tidak sedikit, berbagai potensi penerimaan 
Dalam Negeri dari sektor migas dan non migas harus diberdayakan secara 






Indonesia saat ini adalah sektor pajak, karena pajak merupakan wujud 
kemandirian suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunannya. 
     Untuk dapat meningkatkan volume penerimaan dari sektor pajak, 
pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan 
perpajakan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan peningkatan mutu 
pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan dan 
kepastian hukum serta perbaikan mutu pelayanan, diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan Wajib Pajak akan 
kewajiban di bidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam menyukseskan 
pembangunan nasional. 
     Undang-Undang Perpajakan Indonesia saat ini menganut sistem Self 
Assesment yang mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab 
yang lebih besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban 
pajak. Aparat pajak dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan menganut prinsip tersebut 
pemerintah memberikan kepercayaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan 
atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, kemudian untuk laporan yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak akan diadakan pemeriksaan jika dirasa perlu. 
     Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, setiap perusahaan 
yang didirikan di Indonesia baik dalam bentuk badan maupun perseorangan 
yang penghasilan dari usaha tersebut telah melebihi Penghasilan Tidak Kena 
Pajak merupakan Wajib Pajak, yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban 






pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Kewajiban PPh Pasal 25 adalah 
perwujudan dari sistem Self Assesment yang mana Wajib Pajak 
memperhitungkan sendiri berapa besar jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang 
harus dibayar setiap bulan di tahun fiskal tersebut. 
     Besarnya angsuran PPh Pasal 25, tersebut dihitung dengan mengurangi PPh 
tahun lalu dengan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain serta PPh yang 
dibayar atau terutang di Luar Negeri yang dapat dikreditkan. Rumus 
perhitungan tersebut secara implisit mengasumsikan kondisi usaha dalam tahun 
berjalan sama dengan atau naik dari tahun lalu. Padahal dalam perjalanannya 
tidak dapat dipungkiri akan terjadinya penurunan (dalam kondisi lihat tabel) 
volume kegiatan usaha yang mengakibatkan menurunnya laba dalam tahun 
berjalan dengan demikian beban pajak sebenarnya juga diturunkan. 














Makanan, Minuman & Tembakau 
Tekstil, Barang kulit & Alas Kaki 
Barang Kayu& HasilHutan 
Kertas& Barang Cetakan 
Pupuk, Kimia & Barang dari Karet 
Semen & Brg. Galian Non-Logam 
Logam Dasar, Besi & Baja 






























































yang menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan volume industri non migas 
mengalami penurunan volume usaha dalam jangka waktu lima tahun terakhir. 
Dengan demikian jika Wajib Pajak melakukan angsuran PPh Pasal 25 berdasar 
rumus perhitungan yang ditetapkan, maka besarnya angsuran bulanan di tahun 
berikutnya akan memberatkan Wajib Pajak, dan kemungkinan akan terjadi 
kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Hal ini disebabkan karena 
rumus perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang berdasarkan laporan SPT tahun 
lalu  mengabaikan kondisi pertumbuhan usaha, sehingga perhitungan tersebut 
tidak relevan dengan kondisi riil usaha.  
     Untuk menjaga likuiditas keuangan salah satu upaya yang dapat dilakukan 
oleh Wajib Pajak terkait dengan manajemen pajak yaitu dengan mengajukan 
permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Hal tersebut dapat dilakukan 
jika diketahui melalui analisa laporan keuangan, laba dalam tahun berjalan 
mengalami penurunan dengan didukung oleh bukti yang kuat. Permohonan 
pengurangan angsuran sebaiknya dilakukan, hal ini  disebabkan karena jika 
terjadi kelebihan pembayaran pajak walaupun dapat direstitusi atau 
diperhitungkan dengan utang pajak, tetapi sebelumnya Wajib Pajak akan 
dikenakan tindakan pemeriksaan.  
     Dalam rangka mengantisipasi dampak krisis keuangan global, yang dapat 
berakibat pada perubahan keadaan usaha atau kegiatan dari Wajib Pajak serta 
untuk meringankan likuiditas dari Wajib Pajak, memang Direktorat Jenderal 
Pajak telah mengeluarkan insentif perpajakan. Wujud dari insentif perpajakan 






sampai dengan Juni 2009 tanpa melalui permohonan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak serta pemberian persetujuan dari pihak DJP. Wajib Pajak hanya cukup 
menyampaikan surat pemberitahuan untuk melakukan pengurangan setoran 
PPh Pasal 25 yang disertai dengan alasannya. Kebijakan ini dituangkan dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 
2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 
2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau 
Kegiatan Usaha. 
     Pertanyaan yang muncul mengapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
PER-10/PJ/2009 baru diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2009, padahal 
kondisi pertumbuhan ekonomi makro menurut sumber BPS telah mengalami 
penurunan selama lima tahun terakhir. Meskipun sebelumnya  kita ketahui 
bahwa hak Wajib Pajak untuk melakukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 
sudah tertuang terakhir dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor 
KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Perhitungan Besarnya 
Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal tertentu, Pasal 7 
yang terkait dengan penurunan volume usaha. Namun terdapat perbedaan 
antara peraturan tersebut, dimana dalam PER-10/PJ/2009 Wajib Pajak tidak 
perlu mengajukan permohonan pengurangan, sedangkan untuk KEP-
537/PJ./2000 Wajib Pajak harus mengajukan permohonan serta harus 







         Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul 
“ANALISIS WAJIB PAJAK PPH LEBIH BAYAR TAHUN 2007-2008 DI 
KPP PRATAMA SURAKARTA”. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
     Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Berapa Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar di tahun pajak 2007-
2008? 
2. Bagaimana penyelesaian atas kelebihan pembayaran Wajib Pajak? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
     Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 
hendak dicapai dalam  penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui berapa Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar di 
tahun pajak 2007-2008. 








E. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Bagi KPP 
     Hasil penelitian ini diharapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta, dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan masukan 
dalam peningkatan kinerja. 
2. Manfaat Bagi Penulis 
     Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalankan perkuliahan, dan 
dapat menambah wawasan tentang Analisis Wajib Pajak PPh Lebih Bayar 
Tahun Pajak 2007-2008. 
3. Manfaat Bagi Pembaca 
     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
berguna bagi pembaca sebagai wacana dan tambahan referensi dalam 
penyusunan Tugas Akhir khususnya bagi pembaca yang tertarik untuk 
mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Analisis Wajib Pajak PPh Lebih 
Bayar Tahun Pajak 2007-2008. 
 
F. METODOLOGI PENELITIAN 
1. Ruang Lingkup Penelitian 
  Kegiatan ini dilaksanakan di KPP yang berlokasi di Jalan K.H Agus Salim 






2. Jenis Data 
1. Data Primer 
     Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi atau obyek penelitian, 
data ini meliputi gambaran umum KPP yang berisi sejarah, lokasi dan 
struktur organisasi. 
2. Data Sekunder 
     Yaitu data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh 
penulis, melainkan sudah ada data jadi yang disediakan oleh perusahaan 
atau pihak yang bersangkutan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Pengumpulan Langsung (observasi) 
     Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengamati secara 
langsung terhadap obyek penelitian. 
b. Wawancara 
     Teknik ini dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung kepada 
pihak-pihak yang mempunyai wewenang yang berkaitan dengan aktivitas 
yang terjadi di obyek penelitian. 
c. Studi Pustaka 
     Merupakan Teknik pengumpulan data dengan mengarah atau 
mengacu pada beberapa buku sebagai tinjauan pustaka yang sesuai 






G.  SISTEMATIKA PENULISAN 
       Penulis menggunakan sistematika sederhana, tanpa mengurangi 
pentingnya inti permasalahan dengan maksud agar lebih mudah menerangkan 
segala permasalahan menjadi lebih terang pada sasarannya. Adapun 
sistematika penulisan Tugas Akhir nanti terdiri dari beberapa bab, yaitu 
sebagai berikut ini. 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metodologi 
penelitian. 
BAB II ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 
relevan dengan masalah yang akan dibahas, dimulai dari landasan 
teori yang kemudian membahas lebih lanjut mengenai Analisis 
Wajib Pajak PPh Lebih Bayar Tahun Pajak 2007-2008. 
BAB III TEMUAN 
 Dalam bab ini berisi tentang  kelebihan dan kelemahan yang 
relevan dengan masalah yang dibahas. 
BAB IV PENUTUP 








ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A.   TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian pajak 
     Definisi Pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH. adalah iuran 
rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum (Mardiasmo, 2003:1). Definisi tersebut kemudian disempurnakan, 
sehingga berbunyi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke 
kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dari “surplus” nya 
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 
membiayai public investment (Resmi,2003:1).  
     Definisi Pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningratan, pajak 
adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 
Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 
ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk  kesejahteraan 






     Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
     Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
b) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
c) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d) pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 
e) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai public investment. 
2. Fungsi Pajak 
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut ini. 
a. Fungsi Budgetair, (Sumber Keuangan Negara) 
Artinya Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.  






Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan tujuan-






3. Sistem Pemungutan Pajak 
1. Official Assesment System 
     Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh wajib pajak. 
Ciri-cirinya: 
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
a. Wajib Pajak bersifat pasif. 
b. utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan (SKP) pajak 
oleh fiskus. 
2. Self Assesment System 
     Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. 
Ciri-cirinya: 
a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 






3. With Holding System 
      Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
4. Jenis Pajak 
a) Menurut Golongannya 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak 
lain. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 
b) Menurut Sifatnya 
1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan 
pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 
memperhatikan keadaan subjeknya. 
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 
memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) 






5. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya 
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 
daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 
Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi): Pajak Kendaraan 
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea 
Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di 
Wilayahnya. 
Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya): Pajak 
Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas 
Reklame, Pajak Anjing, dan lain-lain. 
6. Surat Pemberitahuan (SPT) 
     Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek Pajak 
dan atau bukan Obyek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut 






7. Pengertian Pajak Penghasilan 
     Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak 
atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau 
dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, 
apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun 
Pajak (Suandy,2006: 81). 
Jenis Penghasilan: 
a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, 
aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 
b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 
c) Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak 
bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan 
harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain 
sebagainya. 
d) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain 
sebagainya. 
8. Pajak Penghasilan Pasal 25 
     Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disebut PPh Pasal 25, 
merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh 
Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana 






telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 
(Resmi,2003:303). 
9.  Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 
a) PPh menurut SPT Tahun Lalu Sebagai dasar Perhitungan PPh Pasal 25 
(Resmi,2003:303) 
1) Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak OP: 
PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu   xxx 
Pengurang/kredit pajak:  
   PPh Pasal 21  xxx 
   PPh Pasal 22  xxx 
   PPh Pasal 23  xxx 
   PPh Pasal 24  xxx 
Total Kredit Pajak      xxx(-) 
 Dasar Penghitungan Angsuran(DPP)    xxx 
Angsuran PPh Pasal 25 = DPP : 12 
2) Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan: 
PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu   xxx 
Pengurang/kredit pajak:  
   PPh Pasal 22  xxx 
   PPh Pasal 23  xxx 
   PPh Pasal 24  xxx 
Total Kredit Pajak      xxx(-) 






Angsuran PPh Pasal 25 = DPP : 12 
b) Angsuran PPh Pasal 25-Masa Sebelum batas Waktu Penyampaian SPT 
Tahunan 
     Batas waktu penyampaian SPT PPh adalah 3 bulan sejak tahun pajak 
berakhir. Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 
Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT 
ditentukan sama dengan angsuran pajak dalam bulan terakhir pada 
tahun pajak sebelumnya, sepanjang jumlah tersebut tidak kurang dari 
rata-rata jumlah angsuran bulanan dalam tahun pajak sebelumnya 
(Harnanto,2003:501). 
c) Surat Ketetapan Pajak (SKP) Sebagai Perhitungan Angsuran PPh Pasal 
25 
     SKP harus dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25, 
apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetepan untuk 2 
tahun pajak sebelumnya yang menghasilkan pajak lebih besar dibanding 
jumlah angsuran pajak pada bulan terakhir. Angsuran PPh Pasal 25 
yang dihitung berdasar SKP tersebut mulai berlaku dalam bulan 
berikutnya setelah tanggal SKP(Harnanto,2003:501). 
d) Angsuran PPh Pasal 25 Sebelum dan Sesudah adanya Keputusan Lebih 
Bayar 
      Lebih bayar pajak terjadi apabila Jumlah PPh yang terutang menurut 
SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya ternyata lebih kecil 






selama tahun pajak sebelumnya tersebut. Pada dasarnya, terdapat dua 
alternatif yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak jika terjadi lebih 
bayar, yaitu sebagai berikut ini. 
a. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan restitusi, atau 
b. Permohonan untuk dapat diperhitungkan dengan utang-utang pajak 
yang lain. 
     Jumlah angsurang PPh Pasal 25 sebelum Dirjen Pajak memberikan 
keputusan mengenai pajak yang lebih bayar tersebut adalah sama 
dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak 
sebelumnya, sepanjang tidak lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan 
tahun pajak sebelumnya tersebut. Sedang jumlah angsuran PPh Pasal 25 
setelah dikeluarkan keputusan Dirjen Pajak mengenai pembayaran 
restitusi atau perhitungan pajak yang lebih dibayar, dihitung berdasar 
jumlah pajak yang terutang menurut SKP. 
10. Angsuran Pajak Dalam Kasus Tertentu 
     Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa pada dasarnya besarnya 
pembayaran angsuran pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh 
karena itu, berdasarkan ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur 
Jendral Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan besarnya 
angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun 
berjalan. Hal-hal tertentu tersebut misalnya apabila terdapat kompensasi 






teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib 
Pajak(Gunadi,2002: 91) 
11. Angsuran Pajak Dalam Hal Terjadi  
Perubahan Keadaan Usaha 
     Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalan suatu tahun pajak, 
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan 
terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari penghasilan yang menjadi dasar  penghitungan besarnya Pajak 
Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdftar(Keputusan 
Direktur Jendral Pajak NO.KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 
tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak 
Berjalan dalam Hal-hal tertentu, Pasal 7 ayat (1)). 
     Pengajuan pengurangan pembayaran angsuran masa PPh Pasal 25 
disampaikan ke KPP yang bersangkutan dengan melampirkan 
(Suandy,2006:139): 
a. proyeksi perhitungan laba/rugi tahun yang bersangkutan. 
b. proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan. 
c. proyeksi besarnya PPh Badan yang terutang, yang ternyata akan 







12. Pemeriksaan Pajak 
      Menurut Peraturan Mentri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 1, 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau  untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  
     Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak 
yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
pemeriksaan pajak(Suandy,2006:61). 
Ruang Lingkup Pemeriksaan 
a. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh 
jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelummya 
dan atau tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. 
b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik 
tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di 
kantor Direktorat Jendral Pajak. 
13.  Prosedur Pemeriksaan 
a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah 







b. Wajib Pajak yang diperiksa harus: 
1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumem lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. 
3. Memberi keterangan yang diperlukan. 
4. Apabila dalam mengungkapkan hal-hal seperti dalam angka (1) 
Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, 
maka kewajiban itu tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan 
tersebut. 
c. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau 










A. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 
1. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta  
Tabel II.1 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta Per 1 Juni 2009 
No Jenis Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak 
1 Badan 5.347 
2 Bendaharawan 639 
3 Orang Pribadi 42.289 
Total 48.275 
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
2. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Tahun 2007-2008 
Tabel II.2 Penerimaan PPh Pasal 25/29 Tahun 2007 
2007 Keterangan 
Rencana (Rp) Realisasi (Rp) 
PPh Pasal 25/29 OP 9.652.045.653,00 7.773.720.067,00 









Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Tabel II.3 Penerimaan PPh Pasal 25/29 Tahun2008 
2008 Keterangan 
Rencana (Rp) Realisasi (Rp) 
PPh Pasal 25/29 OP 9.702.797.372,00 21.331.807.902,00 









Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
     Data di atas dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu dua tahun   
terakhir total realisasi penerimaan atas PPh Pasal 25/29 selalu lebih besar 
dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan. Realisasi Penerimaan 
untuk PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada tahun 2007 lebih rendah 
sebesar Rp.1.878.325.586,00 dari rencana yang telah ditetapkan, namun 






yang telah ditetapkan, selisih antara rencana dengan realisasinya sebesar 
Rp. 11.629.010.530,00. Kenaikan realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 
Orang Pribadi tahun 2008 cukup tinggi, yaitu senilai Rp. 
13.558.087.835,00 atau naik sebesar 174,41% dari realisasi penerimaan 
tahun 2007. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan PPh 
Pasal 25/29 Badan, di mana pada tahun 2007 realisasi penerimaannya 
lebih besar dari rencana yang telah ditetapkan akan tetapi pada tahun 2008 
realisasi penerimaannya lebih rendah dari rencana yang ditetapkan. 
Penerimaan PPh Pasal 25/29 Pada tahun 2008 mengalami penurunan 
sebesar Rp. 2.876.236.150,00 atau turun 13,18% dari realisasi penerimaan 
tahun 2007. Secara komulatif PPh PPh Pasal 25/29 mengalami kenaikan 
sebesar Rp. 10.681.851.685,00 atau naik 36,09 % dari tahun 2007.  
3. Daftar PPh Lebih Bayar Tahun 2007-2008 
Tabel II.4 Daftar PPh Badan Lebih Bayar Tahun 2007 






1 000 A 49.287.426,00 Restitusi Sebagian 
2 000 B 111.200,00 Restitusi TS 
3 000 C 1.000,00 Restitusi TS 
4 000 D 18.384.215,00 Restitusi Sebagian 
5 000 E 20.000,00 Restitusi TS 
6 000 F 3.209.538,00 Restitusi TS 
7 000 G 55.000,00 Restitusi TS 
8 000 H 222.045.980,00 Restitusi Sebagian 
9 000 I 1.100.899,00 Restitusi TS 
10 000 J 3.861.812,00 Restitusi TS 
11 000 K 41.281,00 Restitusi TS 
12 000 L 800.000,00 Restitusi TS 
13 000 M 35.239.749,00 Restitusi Sebagian 
14 000 N 2.427.965.419,00 Restitusi Sebagian 
15 000 O 555.534,00 Restitusi TS 
16 000 P 2.436.000 Restitusi TS 






18 000 R 20.677.704,00 Restitusi Sebagian 
19 000 S 10.696.329,00 Restitusi Sebagian 
20 000 T 23.844.839,00 Restitusi Sebagian 
21 000 U 68.937.354,00 Restitusi Sebagian 
22 000 V 290.013.981,00 Restitusi Sebagian 
23 000 W 49.405,00 Restitusi TS 
24 000 X 517.728.844,00 Restitusi Sebagian 
25 000 Y 400.000,00 Restitusi TS 
26 000 Z 750.000,00 Restitusi TS 
27 000 AA 600.000,00 Restitusi TS 
28 000 BB 207.900,00 Restitusi TS 
29 000 CC 24.689,00 Restitusi TS 
30 000 DD 124.923.127,00 Restitusi Sebagian 
31 000 EE 56.304.054,00 Restitusi Sebagian 
32 000 FF 3.690.563,00 Restitusi TS 
TOTAL(Rp) 3.884.278.133,00   
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pemeriksaan 
TS   : Tidak Setuju 
Sebagian : Dikabulkan Sebagian    
Tabel II.5 Daftar PPh Orang Pribadi Lebih Bayar Tahun 2007 






1 000 A 29.900,00 Restitusi TS 
2 000 B 120.000,00 Restitusi TS 
3 000 C 110.000,00 Restitusi TS 
4 000 D 101.100,00 Restitusi TS 
5 000 E 90.000,00 Restitusi TS 
6 000 F 41.208,00 Restitusi TS 
7 000 G 1.000.000,00 Restitusi TS 
8 000 H 7.956,00 Restitusi TS 
9 000 I 240.000,00 Restitusi TS 
10 000 J 6.471,00 Restitusi TS 
11 000 K 840.000,00 Restitusi TS 
12 000 L 1.000.000,00 Restitusi TS 
13 000 M 1.061.105,00 Restitusi TS 
14 000 N 30.466,00 Restitusi TS 
15 000 O 57.924,00 Restitusi TS 
16 000 P 2.500,00 Restitusi TS 
17 000 Q 90.000,00 Restitusi TS 
18 000 R 135.796,00 Restitusi TS 
19 000 S 2.932.375,00 Restitusi TS 
20 000 T 1.167.650,00 Restitusi TS 
21 000 U 1.204.175,00 Restitusi TS 






23 000 W 60.000,00 Restitusi TS 
24 000 X 52.050,00 Restitusi TS 
25 000 Y 54.000,00 Restitusi TS 
26 000 Z 5.381.131,00 Restitusi TS 
27 000 AA 2.947.595,00 Restitusi TS 
28 000 BB 17.913.561,00 Restitusi Sebagian 
29 000 CC 4.170.086,00 Restitusi TS 
30 000 DD 5.168.697,00 Restitusi TS 
31 000 EE 619.102,00 Restitusi Sebagian 
32 000 FF 12.756,0 Restitusi TS 
33 000 GG 193.557.935,00 Restitusi Sebagian 
34 000 HH 2.895.833,00 Restitusi TS 
35 000 II 2.822.256,00 Restitusi TS 
36 000 JJ 120.000,00 Restitusi TS 
37 000 KK 5.760.000,00 Restitusi TS 
38 000 LL 3.326.840,00 Restitusi TS 
39 000 MM 4.815.541,00 Restitusi TS 
40 000 NN 2.158.642,00 Restitusi TS 
41 000 OO 169.787,00 Restitusi TS 
Total (Rp) 262.288.838,00   
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pemeriksaan 
TS   : Tidak Setuju 
Sebagian : Dikabulkan Sebagian  
Tabel II.6 Daftar PPh Badan Lebih Bayar Tahun 2008 
NO NPWP NAMA WP NILAI (Rp) KETERANGAN 
1 000 A 599.795,00 Restitusi 
2 000 B 4.137.113,00 Restitusi 
3 000 C 16.351.207,00 Restitusi 
4 000 D 133.087.075,00 Restitusi 
5 000 E 481.060,00 Restitusi 
6 000 F 3.620.010.342,00 Restitusi 
7 000 G 11.322.075,00 Restitusi 
8 000 H 11.437.307,00 Restitusi 
9 000 I 228.374.089,00 Restitusi 
10 000 J 137.289.205,00 Restitusi 
11 000 K 113.324.577,00 Restitusi 
12 000 L 23.200,00 Restitusi 
13 000 M 563.873.842,00 Restitusi 
14 000 N 3.960.000,00 Restitusi 
15 000 O 260.789.638,00 Restitusi 
TOTAL (Rp) 5.105.060.525,00  






Tabel II.7 Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi Lebih Bayar Tahun 2008 
NO NPWP NAMA WP NILAI (Rp) KETERANGAN 
1 000 A 150.000,00 Restitusi 
2 000 B 2.000.000,00 Restitusi 
3 000 C 27.186.944,00 Restitusi 
4 000 D 1.384.325,00 Restitusi 
5 000 E 2.737.575,00 Restitusi 
6 000 F 21.486.027,00 Restitusi 
7 000 G 1.100,00 Restitusi 
8 000 H 5.900.000,00 Restitusi 
9 000 I 95.900,00 Restitusi 
10 000 J 3.718.781,00 Restitusi 
11 000 K 4.530.311,00 Restitusi 
12 000 L 169.000,00 Restitusi 
13 000 M 96.000,00 Restitusi 
14 000 N 24.000,00 Restitusi 
15 000 O 1.480.471,00 Restitusi 
16 000 P 559.813,00 Restitusi 
17 000 Q 836.400,00 Restitusi 
18 000 R 5.479.183,00 Restitusi 
19 000 S 5.596.068,00 Restitusi 
20 000 T 156.250,00 Restitusi 
 83.588.148,00  
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
     Tabel PPh Lebih Bayar di KPP Pratama Surakarta menunjukkan bahwa 
secara kuantitas jumlah Wajib Pajak Badan lebih bayar di tahun 2008 
mengalami penurunan yang cukup besar, dari 32 Wajib Pajak lebih bayar 
di tahun 2007 turun menjadi 15 Wajib Pajak di tahun 2008. Angka 
penurunan sebesar 113,33% ini ternyata tidak sebanding  dengan 
penurunan nilai nominalnya, di mana tahun 2008 angka nominal PPh lebih 
bayar Badan senailai Rp. 5.105.060.525,00, atau naik sebesar 31,43% dari 
tahun 2007. Seperti halnya Wajib Pajak Badan, secara kuantitas jumlah 
Wajib Pajak Orang Pribadi lebih bayar di tahun 2008 mengalami 






berjumlah 41 Wajib Pajak, sedangkan untuk tahun 2008 turun menjadi 20 
Wajib Pajak, penurunan ini mencapai angka 105% dari tahun 2007. 
Penurunan jumlah Wajib Pajak ini diikuti dengan penurunan jumlah 
nominalnya, tahun 2008 nilai nominal turun sebesar Rp. 178.700.690,00 
atau 68,13% dari tahun sebelumnya. 
     Secara keseluruhan jumlah Wajib Pajak PPh Badan dan Orang Pribadi 
mengalami penurunan dari 73 menjadi 35 Wajib Pajak di tahun 2008, 
persentase penurunan ini mencapai angka 52,05%, sedangkan untuk 
jumlah nominalnya mengalami kenaikan dari Rp. 4.146.566.971 menjadi 
Rp.5.188.648.673,00 atau sebesar 25,13% dari jumlah nominal tahun 
2007. Penurunan Wajib Pajak lebih bayar secara kuantitas di tahun 2008 
ini salah satunya karena mekanisme penerimaan SPT Tahunan untuk tahun 
pajak 2008 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun pajak 2008 
telah ada pemisahan fungsi penerima dan peneliti SPT. Tahun-tahun 
sebelumnya fungsi penerima dan peneliti SPT dijadikan satu, sehingga 
kinerja fungsi tersebut tidak optimal. Fungsi dari peneliti SPT itu sendiri 
yaitu meneliti seluruh SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, 
ketika menemui SPT lebih bayar maka penelitian akan lebih difokuskan, 
jika lebih bayar tersebut karena kesalahan Wajib Pajak dalam pengisian 
SPT, maka petugas pajak akan menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk 
membetulkan sendiri SPT tersebut.  
     SPT yang menyatakan lebih bayar dan tidak ada pembetulan dari Wajib 






sebelum adanya restitusi. Tindakan pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh 
tenaga fungsional pemeriksa KPP setelah mendapatkan persetujuan dari 
Kanwil setempat. Di KPP Pratama Surakarta pemeriksaan pajak 
dilaksanakan oleh tenaga fungsional pemeriksa yang beranggotakan dua 
belas petugas dan nantinya akan dibentuk menjadi beberapa tim 
pemeriksa. Melihat kondisi jumlah Wajib Pajak dan potensi yang ada di 
wilayah kerja KPP Pratama Surakarta idealnya petugas fungsional 
pemeriksa berjumlah dua puluh sampai dua puluh dua petugas, namun 
meskipun demikian proses pemeriksaan dengan petugas yang ada dapat 
terselesaikan sebelum batas akhir jangka waktu pemeriksaan. 
     Hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 
pajak 2007 menunjukkan hanya 16 Wajib Pajak yang dinyatakan disetujui 
sebagian dari tujuh puluh tiga Wajib Pajak yang menyatakan lebih bayar, 
sedangkan yang lainnya tidak disetujui dan akhirnya menjadi kurang bayar 
atau nihil. Penyebab umum yang mengakibatkan laporan Wajib Pajak 
menjadi kurang bayar atau nihil setelah proses pemeriksaan diantaranya 
laporan keuangan Wajib Pajak menunjukkan: Penjualan dilaporkan terlalu 
kecil, beban usaha yang seharusnya tidak boleh dibebankan secara fiskal 
telah dibebankan dalam laporan keuangan, dan HPP dicatat terlalu tinggi. 
Wajib Pajak badan yang dinyatakan disetujui sebagian atas laporannya 
sebanyak tiga belas Wajib Pajak dari tiga puluh dua Wajib Pajak, 
sedangkan untuk Orang Pribadi hanya tiga Wajib Pajak yang dinyatakan 






yang disetujui segera diterbitkan SKPLB, dan Wajib Pajak segera 
mengajukan Surat Permohonan Restitusi yang wajib mencantumkan no. 
Rekening Wajib Pajak sebagai sarana pengembalian kelebihan pajak. 
Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak disetujui akan diterbitkan 
SKPKB atau SKPN atas laporan yang disampaikan. 
4. Daftar Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 
     Pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 merupakan 
suatu upaya dari Wajib Pajak untuk mengurangi besarnya jumlah angsuran 
pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Permohonan ini diajukan ketika 
diketahui keadaan usaha dalam tahun berjalan mengalami perubahan yang 
menyebabkan penurunan laba usaha, dengan upaya tersebut jumlah pajak 
pada akhir tahun diharapkan tidak terjadi lebih bayar dan dapat menjaga 
likuiditas keuangan usaha. 











       
Tidak ada Pengajuan 
       
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi 











1 xxx A V IV 16-Okt-08 Pending 
2 xxx B W II 16-Jun-08 Complete 
3 xxx C X I 5-Jun-08 Complete 
4 xxx D Y III 08-Mei-08 Complete 
5 xxx E Z I 06-Feb-08 Pending 






Pending : Permohonan belum diproses oleh Seksi Pelayanan 
Complete : Permohonan telah diproses dan sudah ada keputusan 
 












1 xxx A T IV 18-Jun-09 Pending 
2 xxx B U IV 18-Jun-09 Pending 
3 xxx C V II 19-Mei-09 Pending 
4 xxx D W II 15-Mei-09 Processed 
5 xxx E X II 30-Mar-09 Pending 
6 xxx F Y I 25-Mar-09 Pending 
7 xxx G Z IV 13-Feb-09 Pending 
Sumber : Pengolahan Data Internal KPP Surakarta 
Pending : Permohonan belum diproses oleh Seksi Pelayanan 
Processed : Permohonan disalurkan ke Account Representative dengan 
sistem 
 
 Pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah 
suatu usaha Wajib Pajak untuk memperkecil angsuran bulanan dalam 
tahun berjalan, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak mengalami 
perubahan keadaan usaha. Pada tahun 2007 di KPP Pratama Surakarta 
tidak ada pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, di 
tahun 2008 pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 
sebanyak lima Wajib Pajak, dari lima pengajuan tersebut yang telah 
diproses dan berstatus complete ada tiga Wajib Pajak dan sisanya masih 
pending. Status pending ini kemungkinan besar karena dokumen-dokumen 
yang disampaikan Wajib Pajak belum lengkap. Pada Semester pertama di 
tahun 2009 Pengajuan permohonan sebanyak tujuh Wajib Pajak, yang 
mana dari tujuh Wajib Pajak tersebut baru satu Wajib Pajak yang diproses, 










1. Secara kuantitas Wajib Pajak lebih bayar tahun 2008 mengalami 
penurunan, sehingga meringankan tugas pemeriksaan. 
2. Mulai tahun pajak 2008 mekanisme penerimaan SPT Tahunan telah ada 
pemisahan fungsi penerima dan peneliti SPT, di mana pada tahun-tahun 
sebelumnya fungsi ini dijadikan satu sehingga kinerja fungsi tersebut tidak 
optimal.  
3. Mulai tahun 2008 telah ada kesadaran Wajib Pajak untuk mengajukan 
permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. 
4. Sebagian besar hasil pemeriksaan tidak disetujui dan menjadi kurang bayar 
sehingga dapat menambah kas negara. 
5. Restitusi atas kelebihan pembayaran pajak dilakukan melalui nomor  
rekening Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga dapat meminimalisasi 







1. Jumlah tenaga pemeriksa fungsional sebanyak dua belas petugas untuk 
wilayah Solo masih kurang, karena dengan jumlah Wajib Pajak dan 
potensi yang ada untuk wilayah Solo petugas fungsional pemeriksa 
idealnya dua puluh sampai dua puluh dua orang, dengan demikian tidak 
memberatkan petugas pemeriksa fungsionl, dan proses pemeriksaan dapat 
dilakukan secara optimal. 
2. SPT yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, hal 
ini terlihat dari hasil pemeriksaan yang sebagian besar menjadi kurang 
bayar atau nihil. 
3. Masih ada beberapa Pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh 
Pasal 25 yang statusnya belum terselesaikan, dari lima pengajuan di tahun 
2008 masih ada dua Wajib Pajak yang berstatus pending, sehingga belum 
ada keputusan atas pengajuan tersebut, di semester pertama tahun 2009 
dari tujuh pengajuan baru satu Wajib Pajak yang telah diproses, enam 










1. Secara kuantitas jumlah Wajib Pajak lebih bayar tahun pajak 2008 
mengalami penururunan yang cukup besar dari tujuh puluh tiga menjadi 
tiga puluh lima Wajib Pajak atau turun sebesar 52,05%.  
2. Proses pemeriksaan sebagai upaya penyelesaian atas lebih bayar di tahun 
pajak 2007 telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik dan dapat berakhir 
tepat pada waktu yang ditetapkan. 
3. Di tahun pajak 2008 secara kuantitas Wajib Pajak yang mengalami lebih 
bayar menurun hal ini disebabkan karena: 
a. Mekanisme penerimaan SPT Tahunan di tahun pajak 2008 telah diubah 
dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun pajak 2008 ada pemisahan fungsi 
penerima dan peneliti SPT. 











a. Penambahan jumlah anggota fungsional pemeriksa, kiranya perlu 
dilakukan dengan demikian diharapkan proses pemeriksaan bisa lebih 
cepat dan hasil pemeriksaan lebih optimal, sehingga Wajib Pajak segera 
memperoleh kepastian atas laporan lebih bayarnya. 
b. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas kepatuhan di bidang 
perpajakan, perlu diadakan penyuluhan tentang kewajiban-kewajiban 
perpajakan dan bagaimana pelaporannya, sehingga dapat meminimalkan 
kesalahan dalam pelaporan SPT, jika SPT yang dilaporkan sudah 
mendekati kebenaran tindakan pemeriksaan juga dapat diminimalkan. 
c. Adanya penyuluhan untuk peningkatan pemahaman kepada Wajib Pajak 
mengenai permohonan pengurangan angsuran, sehingga ketika Wajib 
Pajak mengajukan permohonan, lampiran dokumen-dokumen yang 
disertakan lengkap, dengan demikian laporan akan segera dapat diproses 
lebih cepat. 
 
 
